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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam,1 sebagai sub sistem pendidikan Nasional, memiliki

peranan yang sangat strategis dalam pembangunan budaya dan peradaban

bangsa dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana

amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan

bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang

diatur dengan undang-undang.”2

Regulasi pendidikan Islam bertujuan untuk mengakomodir tuntutan

pengakuan terhadap sistem pendidikan yang selama ini sudah tumbuh dan

berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum

kemerdekaan,3 yaitu sistem pendidikan pesantren dan madrasah sebagai ciri

khas lembaga pendidikan Islam tradisional sekaligus pendidikan tertua khas

Indonesia (indigenous).4 Di samping itu sebagai lembaga pendidikan Islam,

pesantren merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para

1Pendidikan Islam yang mengandung pengertian : (1) Pendidikan (menurut) Islam,
(2)Pendidikan (dalam) Islam, dan (3) Pendidikan (Agama) Islam. Lihat Ahmad Tontowi,
Pendidikan Islam di Era Transformasi Global, (Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2008), hlm. 7.

2M. Kholid Fathoni, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru),
(Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 9.

3Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 2002),
hlm. 28.

4Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta :
Paramadina, 2007), hlm. 3.
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pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai

demensi. Dari kawahnya, sebagai obyek studi telah lahir doktor-doktor dari

berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik,

agama dan lain sebagainya sehingga pesantren sebagai sistem pendidikan

Islam di negeri ini kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia

seutuhnya.5

Pesantren sebagai pranata pendidikan ulama (intelektual) pada

umumnya terus menyelenggarakan misinya agar umat menjadi tafaqquh fiddin

dan memotifasi kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai warasat al

anbiya.6 Hal ini terus dipertahankan agar pesantren tidak tercabut dari akar

utamanya yang telah melembaga selama ratusan tahun. Bahwa kemudian

muncul tuntutan modernisasi pesantren, sebagai dampak dari modernisasi

pendidikan pada umumnya, tentu hal itu merupakan suatu yang wajar

sepanjang menyangkut aspek teknis operasional penyelenggaraan pendidikan.

Jadi, modernisasi tidak kemudian membuat pesantren terbawa arus

sekularisasi karena ternyata pendidikan sekuler yang sekarang ini menjadi

tren, dengan balutan pendidikan moderen, tidak mampu menciptakan generasi

mandiri. Sebaliknya, pesantren yang dikenal dengan tradisionalnya justru

dapat mencetak lulusan yang berkepribadian dan mempunyai kemandirian.

Pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok kepulauan nusantara, turut

5Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi,
(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. xv. M. Dawam Raharjo, “Perkembangan Masyarakat dalam
Perspektif Pesantren; Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah, (P3M, Jakarta,
2005), hlm. vii.

6Irwan Abdullah, dkk. (Editor), Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial
Pesantren, (Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana UGM, 2008), hlm. 1-2.
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pula menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia dalam pembentukan

karakter (character building) bangsa Indonesia.7 Eksistensi Pesantren ternyata

sampai hari ini, di tengah-tengah deru modernisasi, pesantren tetap bisa

bertahan (survive) dengan identitasnya sendiri. Mengingat adanya beberapa

nilai fundamental pendidikan pesantren selama ini, antara lain :

(1) Komitmen untuk tafaquh fi ad-din, nilai-nilai untuk teguh terhadap
konsep dan ajaran agama, (2) Pendidikan sepanjang waktu (fullday
school), (3) Pendidikan integrative dengan mengkolaborasikan antara
pendidikan formal dan nonformal (pendidikan seutuhnya, teks dan
kontekstual atau teoritis dan praktis, (5) Adanya keragaman,
kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab, (6) Dalam pesantren
diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat.8

Eksistensi lembaga pendidikan pesantren menurut Abdurrahman

Mas’ud memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

(1) Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan
transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam
(Islamic values), (2) Pondok Pesantren sebagai lembaga keagamaan
yang melakukan kontrol sosial, dan (3) Pondok Pesantren sebagai
lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social
engineering) atau perkembangan masyarakat (community
development).9

Eksistensi lembaga pendidikan pesantren dalam menerapkan ketiga

fungsi tersebut ternyata tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kyai sebagai

tokoh sentral di lembaga pendidikan pesantren.10 Kyai merupakan gelar yang

diberikan oleh masyarakat kepada ulama atau orang ahli agama Islam yang

7Faisal Ismail, Percikan Pemikiran Islam, (Yogyakarta: Bina Usaha, 2004), hlm. 69.
Mahmud Arief, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 165.

8Sukamto, Kepemimpinan Kiyai Dalam Pesantren, (Jakarta : LP3ES, 2009), hlm. 1-2.
9Abdurrahman Mas’ud, Sejarah dan Budaya Pesantren: Dinamika Pesantren dan

Madrasah, (Semarang :, Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 3.
10Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan

Perkembangannya,  (Jakarta :,  PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 144.
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memiliki dan menjadi pemimpin pondok pesantren sekaligus mengajarkan

kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.11 Gelar Kyai ini lazim

digunakan di pondok Pesantren yang ada di Pulau Jawa dan Madura,

sementara di pondok pesantren yang ada di Pulau Sumatera (Sumatera Barat

dan Riau), gelar Kyai jarang digunakan dan lebih banyak menggunakan

istilah Buya yang secara sosiologis masih diakui oleh masyarakat sebagai

figur ideal karena adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi.12

Pondok Pesantren al-Munawwarah Pekanbaru dan Pondok Pesantren

al-Ikhwan Pekanbaru adalah contoh lembaga pendidikan Islam tradisional

yang keduanya didirikan oleh Buya Busra melalui Yayasan Syekh

Burhanuddin, Pondok Pesantren al-Munawwarah Pekanbaru pada tanggal 15

Syawwal 1406 H/ 21 Juni 1986,13 dan Pondok Pesantren al-Ikhwan

Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 1989,14 dengan maksud dan tujuan untuk

mencetak ulama yang intelektual dan pemimpin ummat, berilmu dan kreatif,

terampil dan mandiri, serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.15

Visi Pondok Pesantren al-Munawwarah Pekanbaru dan Pondok

Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru adalah : “Menghasilkan Lulusan Yang

Berilmu, Beriman, Bertaqwa, Berakhlaq Mulia, Mandiri dan Terampil,”

11Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Studi tentang Pandangan Hidup Kiai,
(Jakarta; LP3ES, 2000), hlm. 55.

12Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, (Jakarta ; LP3ES, 1999), hlm.
109.

13Sumber Data, Dokumentasi, Pondok Pesantren al-Munawwarah Tangkerang Pekanbaru,
Pekanbaru 2015.

14Sumber Data, Dokumentasi, Pondok Pesantren al-Ikhwan Kulim Pekanbaru, Pekanbaru
2015.

15Sumber Data, Dokumentasi, Pondok Pesantren al-Munawwarah Tangkerang Pekanbaru
dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Kulim Pekanbaru, Pekanbaru 2015.
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dengan misi : (1) Memberikan ilmu dan pendidikan yang akan membentuk

pribadi yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia dan mandiri,

(2)Menanamkan sikap disiplin, aktif, dan kreatif, dan (3) Menanamkan rasa

persaudaraan yang mendalam dengan sesama. Jenjang pendidikan yang

diasuh di Pondok Pesantren al-Munawwarah terdiri dari : (1) 6 (enam) tahun

program Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, dan (2) 1 (satu) tahun

program takhassus.16

Eksistensi kedua pondok pesantren yang didirikan oleh Buya Busra

tersebut, yaitu Pondok Pesantren al-Munawwarah Pekanbaru dan Pondok

Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru memiliki arti penting dalam pengembangan

pendidikan Islam17 di Kota Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau pada

umumnya. Pengembangan pendidikan Islam berarti ide, konsep, gagasan dan

kebijakan pendidikan yang dirancang, baik secara filosofis maupun praktis

sehingga berpengaruh terhadap sistem pendidikan,18 yang mencakup fungsi

16Sumber Data, Dokumentasi, Profil Pondok Pesantren al-Munawwarah Tangkerang
Pekanbaru  dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Kulim Pekanbaru, Pekanbaru 2015.

17Pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan sehingga mengandung
pengertian rancangan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan
kualitasnya menjadi lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. WJS. Poerwadarminta, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 538. Ridwan Nasir, Mencari
Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 28.

18Sistem pendidikan didefenisikan sebagai keseluruhan dari seperangkat komponen atau
unsur-unsur pendidikan, yang dirancang dan dibangun strukturnya secara sengaja, yang terdiri dari
komponen-kumponen yang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang harus berfungsi
sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan
sebelumnya. Fuad Asmari, Keharmonisan Lingkungan Sebagai Determinan Keberhasilan
Pembangunan Pendidikan ; Suatu Analisis Dari Sudut Pandang Islam, (Surabaya: Indah Offset,
2006), hlm. 52.
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dan tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, peserta didik,

metode pendidikan, sarana, prasarana dan anggaran pendidikan.19

Sebagaimana dimaklumi bahwa sistem pendidikan pesantren dan

madrasah dapat dilihat dari tipologi pondok pesantren yang berkembang di

Indonesia menurut Bahri Ghozali, terdiri dari :

(1) pondok pesantren tradisional (salafiy), (2) pondok pesantren
modern (khalafiy), dan (3) pondok pesantren komperhensif. Ketiga
tipologi pondok pesantren ini memiliki beberapa perbedaan mengenai
metode pendidikannya. yang di satu sisi, pondok pesantren tradisional
lebih memperkenalkan pengajaran kitab berbahasa Arab yang bersifat
sorogan dan bandongan, sedangkan pondok pesantren Modern dalam
metode pendidikannya telah mengadopsi metode klasikal dari Barat.
Memasuki abad 20 telah ada dan berkembang metode yang
menggabungkan pendekatan tradisional dan Modern yang disebut
pesantren komprehensif. Kedudukan para Kyai sebagai koordinator
pelaksana proses belajar mengajar atau sebagai pengajar langsung di
kelas. Para santri ada yang menetap di pondok dan ada yang tersebar
di sekitarnya merupakan gabungan antara tradisional dan modern dan
diaplikasikan pendidikan ketrampilan.20

Sistem pendidikan madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut

dari lembaga pendidikan pesantren sebagai mata rantai yang menghubungkan

perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya madrasah di

kemudian hari. Tujuan dari pendirian madrasah ketika untuk pertama kalinya

19Komponen atau unsur-unsur pendidikan dalam satu sistem pendidikan tersebut terdiri
dari 12 komponen atau 12 sub sistem pendidikan, yang mencakup tujuan, fungsi dan sasaran
pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur dan jadwal, isi atau kurikulum,
pendidik, atau guru, alat bantu belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, pengawasan mutu,
teknologi, penelitian, dan biaya atau anggaran pendidikan. Tim Penyusun Diknas RI, Manajemen
Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta: Diknas RI, 2000), hlm. 68. Tohari
Musnamar, Bimbingan Sebagai Suatu Sistem, (Yogyakarta: Cendekia Sarana Informatika, 2005),
hlm. 38.

20Bahri Ghozali, Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: CV. Prasasti,
2002), hlm. 14.



7

diadopsi di Indonesia ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain

untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan.21

Pemikiran Buya Busra dalam pengembangan pendidikan Islam yang

diterapkan atau dipraktekkan di Pondok Pesantren al-Munawwarah

Pekanbaru dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru terlihat pada sistem

pendidikan yang diterapkannya, yaitu menggabungkan 2 (dua) sistem

pendidikan pesantren tradisional dan sistem pendidikan madrasah.22 Hal ini

menunjukkan adanya perbedaan dengan sistem pendidikan Islam yang pernah

ada sebelumnya yang berjalan masing-masing, yaitu sistem pendidikan

pesantren tradisional, dan sistem pendidikan sekolah / madrasah.

Pemikiran Buya Busra dalam pengembangan pendidikan Islam yang

diterapkan atau dipraktekkan di Pondok Pesantren al-Munawwarah

Pekanbaru dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru juga terlihat pada

pengembangan kurikulum dan jenjang pendidikan yang terdiri dari :

(1)Kurikulum pondok pesantren (al-ma’hadiyyah) yang sekarang menjadi

kurikulum Pendidikan Diniyyah Formal (PDF), dengan masa belajar selama 7

tahun, dimulai dari kelas I sampai dengan kelas VII, dan (2) kurikulum

Kementerian Agama RI dan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional

untuk pendidikan madrasah, yaitu Madrasah Tsanawiyyah (MTs) dengan

masa belajar selama 3 tahun terdiri dari Kelas VII, VIII dan IX, dan Madrasah

21Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta:
Paramadina, 2007), hlm. 23-24. Ridwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal;
Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 86-87.

22Buya TM. Busra, Pendiri Pondok Pesantren al-Munawwarah dan Pondok Pesantren al-
Ikhwan Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru Desember 2016.
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Aliyyah (MA) dengan masa belajar selama 3 tahun terdiri dari Kelas X, XI

dan XII.23

Pemikiran Buya Busra dalam pengembangan pendidikan Islam yang

diterapkan atau dipraktekkan di Pondok Pesantren al-Munawwarah

Pekanbaru dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru juga terlihat pada

pengembangan sarana dan prasarana, di mana sejak masa awal berdirinya

pada tahun 1986, sarana dan prasarana atau fasiltas pendidikan yang tersedia

di Pondok Pesantren al-Munawwarah Pekanbaru misalnya, masih sangat

sederhana, hanya beberapa bangunan berdinding papan dan beratap seng,24

sampai dengan saat ini/ Tahun Ajaran 2016-2017, sarana dan prasarana

pendidikan di Pondok Pesantren al-Munawwarah Pekanbaru dan Pondok

Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru telah banyak mengalami perubahan dan

peningkatan.25 Demikian juga halnya, pengembangan pendidikan Islam dalam

bidang kesiswaan/ santri dan tenaga pendidik/ guru, sejak masa awal

berdirinya pada tahun 1986, jumlah siswa/ santri dan pendidik/ guru Pondok

Pesantren al-Munawwarah Pekanbaru masih sangat sedikit, namun dari tahun

ke tahun terus mengalami peningkatan.26

Bertitik tolak dari uraian di atas pada gilirannya mendorong penulis

untuk melakukan satu studi berjudul : Implementasi Pemikiran Buya Busra

23Buya TM. Busra, Pendiri Pondok Pesantren al-Munawwarah dan Pondok Pesantren al-
Ikhwan Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru Desember 2016.

24Buya TM. Busra dan Kamisahar, Dokumentasi, Pondok Pesantren al-Munawwarah,
Jalan Pesantren Tangkerang Timur, Pekanbaru, 2016.

25Sumber Data, Observasi, Pekanbaru, 2016.
26Buya TM. Busra dan Kamisahar, Dokumentasi, Pondok Pesantren al-Munawwarah,

Jalan Pesantren Tangkerang Timur, Pekanbaru, 2016.
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Dalam Pendidikan Islam (Kajian Terhadap Pondok Pesantren al-

Munawarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru). Dengan

memperhatikan permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini

merupakan kajian yang sangat menarik.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan pahaman terhadap istilah yang terdapat

dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu mendefenisikan istilah-istilah

yang digunakan, sebagai berikut :

1. Implementasi : implementasi berasal dari Bahasa Inggris : to implement

yang berarti mengimplementasikan, pelaksanaan dan penerapan, di mana

kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati

terlebih dahulu.27 Implementasi kemudian didefenisikan sebagai

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan

dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang,

peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh

lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.28 Dalam

konteks ini Van Horn dan Van Meter sebagaimana dikutip Subarsono

mengartikan Implementasi sebagai "tindakan-tindakan oleh individu

publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan

yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.”29 Sementara

27WJS. Poerwadarminto, op. cit., hlm. 1129.
28AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2006), hlm. 99.
29Ibid., hlm. 100.
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Grindle sebagaimana dikutip Winarno, menjelaskan bahwa implementasi

adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan

kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan

pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya

“a policy delivery system”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan

dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.30

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi didefenisikan sebagai

”Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses

implementasinya.31 Proses tersebut berlangsung setelah melalui sejumlah

tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-

undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan

keputusan oleh badan (Instansi) pelaksanaannya, kesediaan

dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok

sasaran, dampak nyata (baik yang dikehendaki atau yang tidak) dari output

tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang

mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau

30Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Jakarta : UI Press, 2011), hlm. 149.
31Solichin Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik, (Malang: Penerbit FIA. UNIBRAW

dan IKIP Malang, 2007), hlm. 69.
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upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-

undang/peraturan/keputusan yang berlaku.”32 Brown dan Wildansky

sebagaimana dikutip Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa

implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.33

2. Pemikiran : berasal dari kata “pikir” yang mendapat awalan “pe” dan

akhiran “an” yang berarti proses, cara dan perbuatan memikir serta hasil

olah fikir/ memikirkan. Kata dasar “pikir” berarti akal budi; ingatan;

angan-angan: ahli -- , ahli falsafah; filsuf; kurang -- , kurang menggunakan

akal budi atau kurang mempertimbangkan baik-baik; jangan banyak -- ,

jangan banyak mengingat atau mempertimbangkan; tak habis -- , tidak

dapat mengerti mengapa suatu hal sampai terjadi; 2 kata dalam hati;

pendapat (pertimbangan); kira: -- saya dialah yang salah;-- dahulu

pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, pb bila hendak melakukan

atau mengerjakan sesuatu, hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu baik

buruknya; -- itu pelita hati, pb menggunakan akal budi dan

mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik menjadikan seseorang

lebih bijaksana.34

3. Pendidikan Islam : pendidikan berasal dari kata “didik” dengan awalan

“pe” dan akhiran “kan”, yang mengandung arti “perbuatan”, cara, dan

sebagainya. Ia berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie”, yang

32Ibid., hlm. 69-70.
33Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi

Kurikulum, (Jakarta : Ciputat Pers, 2004), hlm. 70.
34Admin, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dalam

http://www.http://kbbi.web.id/pikir, diakses Tanggal 31 Januari 2017.
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berarti bimbingan, yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, “education” yang berarti

pengembangan atau bimbingan.35 Istilah “pendidikan” dalam kajian

kependidikan Islam, ditemukan dalam beberapa istilah, yaitu ”‘al-

tarbiyah’ dan (التعلیم)’al-ta’lim‘ ,(التربیة) ‘al-ta’dib’(التأدیب), Siyasat ,(السیاسة)

mawa’izh ada ta'awwud' ,(الموعظ) dan (أداء التعود) tadrib 36.(التدریب) Dari

keseluruhan istilah bahasa Arab yang lazim digunakan sebagai kata yang

menunjukkan kepada makna pendidikan dalam konteks kekinian adalah

kata al-Tarbiyyah sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-

Nahlawi, terdiri dari tiga akar kata, yaitu :(1) raba-yarbu ( یربو- ربا ) yang

mempunyai arti “bertambah” dan “berkembang,” (2) rabiya-yarbaa ( -ربى

yang berarti “tumbuh” dan “berkembang,” dan (3) ,(یربى rabba-yarubbu

( یرب-رب ) yang berarti “memperbaiki”, “mengurusi kepentingan”,

“mengatur”, “menjaga” dan “memperhatikan.”37 Pengertian pendidikan

menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal (1) sebagai berikut : Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

35Ibrahim Saat, (Ed.), Isu Pendidikan di Malaysia, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2002), hlm. 459.

36Karim al-Bastani dkk, al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam, (Beirut : Dar al-Masyriqi,
1975), hlm. 243-244.

37Abdur Rahman al-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, Terj.
Shihabuddin, (Yakarta ; Gema Insani Press, 2005), hlm. 12.
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.38

4. Pondok Pesantren : pengertian pondok pesantren menurut Kementrian

Agama RI sebagai berikut :

(1) Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran
Agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran
tersebut diberikan dengan cara non-klasikal (sistem Bandongan dan
Sorogan) di mana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan
kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar
sejak abad pertengahan, (Sistem Bandongan dan Sorongan) di mana
seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang
tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad
pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam
pondok/asrama dalam lingkungan pesantren tersebut, (2) Pesantren
adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada
dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut diatas tetapi para
santrinya tidak disediakan pondokan di kompleks pesantren, namun
tinggal tersebar di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren
tersebut (Santri kalong), dimana cara dan metode pendidikan dan
pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem wetonan, para
santri berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu (tiap hari jum'at,
ahad, selasa atau tiap-tiap waktu shalat dan sebagainya), dan
(3)Pondok pesantren dewasa ini adalah gabungan antara sistem
pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran
agama Islam dengan sistem bandongan, sorogan atau wetonan
dengan disediakan pondokan untuk para santri yang berasal dari
jauh dan juga menerima santri kalong, yang dalam istilah
pendidikan moderen telah menuhi kriteria pendidikan non formal
serta menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk
madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk
tingkatan dan aneka kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
masing-masing.39

38Tim Penyusun Kemendiknas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 Tentang (SISDIKNAS), (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 4. Ari Gunawan,
Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), hlm. 164.

39Marwan Saridjo, dkk, Sejarah Pondok Persantren di Indonesia, (Jakarta: Dharma
Bhakti, 2002), hlm. 9-10. Mujamil Qomar, Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam;
Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 58.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian

ini jika diidentifikasikan, mencakup :

a. Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra dalam pendidikan Islam

di Pondok Pesantren al-Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan

Pekanbaru ?

b. Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra dalam hubungannya

dengan sistem pendidikan Islam, fungsi dan tujuan pendidikan Islam di

Pondok Pesantren al-Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan

Pekanbaru ?

c. Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra dalam hubungannya

dengan kurikulum dan jenjang pendidikan Islam di Pondok Pesantren al-

Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?

d. Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra dalam hubungannya

dengan kultur belajar di Pondok Pesantren al-Munawwarah dan Pondok

Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?

e. Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra dalam hubungannya

dengan pengelolalaan sarana dan prasarana pendidikan Islam di Pondok

Pesantren al-Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?

f. Bagaimana pemikiran Buya Busra dalam pendidikan Islam terkait tenaga

pendidik/ guru di Pondok Pesantren al-Munawwarah dan Pondok

Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?
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g. Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra dalam hubungannya

dengan kesiswaan/ santri di Pondok Pesantren al-Munawwarah dan

Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?

h. Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra dalam hubungannya

dengan anggaran/ biaya pendidikan di Pondok Pesantren al-Munawwarah

dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?

i. Apa yang melatar belakangi implementasi pemikiran Buya Busra dalam

hubungannya dengan pendidikan Islam di Pondok Pesantren al-

Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?

j. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pemikiran Buya

Busra dalam hubungannya dengan pendidikan Islam di Pondok Pesantren

al-Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?

2. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada implementasi pemikiran

Buya Busra dalam hubungannya dengan pendidikan Islam di Pondok

Pesantren al-Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi pemikiran Buya Busra

dalam hubungannya dengan pendidikan Islam di Pondok Pesantren al-

Munawwarah dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru ?”
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D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui implementasi pemikiran Buya Busra dalam

hubungannya dengan pendidikan Islam di Pondok Pesantren al-Munawwarah

dan Pondok Pesantren al-Ikhwan Pekanbaru, yang mencakup sistem

pendidikan Islam, tujuan, visi dan misi pendidikan, kurikulum dan program

pendidikan, kultur belajar, guru/ pendidik, peserta didik/ santri, sarana dan

prasarana pendidikan Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan, yaitu :

1. Bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan Islam, penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai : (1) masukan, kritik dan saran dalam

upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, melakukan berbagai

inovasi dan perubahan yang diperlukan lembaga pendidikan yang

dipimpinnya, (2) sebagai sebagai sumber informasi dan inspirasi untuk

menambah ilmu dan wawasan dalam pengembangan mutu dan kualitas

pendidikan, dan (3) sebagai bahan kajian bagi penelitian yang terkait pada

masa yang akan datang dan menambah khazanah ilmu pendidikan.

2. Bagi peneliti ; penelitian ini selain sebagai salah satu persyaratan dan

tugas akhir guna mencapai gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga penelitian ini
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diharapkan dapat menambah, meningkatkan dan memperdalam ilmu dan

wawasan dalam bidang pendidikan.


